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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

KOTA SUBULUSSALAM
Nama : Abdul Rajab
NPM 191801083

Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing Il : Dr. Adam, M.AP

Implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil masih belum dapat terlaksana dengan baik,
terutama karena masih kurang objektifnya penilaian yang dilakukan di lingkungan
pemerintahan, dimana faktor prasangka pribadi dalam melakukan penilaian masih
tergolong cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan kendala dalam implementasi peraturan
tersebut di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam. Penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian bahwa implementasi PP No. 30 Tahun 2019 Tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya berhasil diterapkan di Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam. Implementasi telah berhasil
diterapkan dari segi komunikasi dan struktur birokrasi, tetapi belum berhasil diterapkan
dari segi sumberdaya dan disposisi. Kendala yang dihadapi pejabat penilai (atasan)
tidak mampu mengendalikan pandangan unsur kedekatan dalam melakukan penilaian
hasil kerja bawahan, pegawai sering membuat laporan secara berlebihan, dan pemberian
sanksi disiplin masih tergolong tidak tegas. Direkomendasikan atasan sebagai pejabat
penilai perlu menghilangkan pengaruh unsur kedekatan dalam membuat penilaian
terhadap kinerja bawahan, serta bersikap tegas dalam memberikan sanksi kepada
pegawai yang melanggar peraturan disiplin.

Kata Kunci: Implementasi, Penilaian Kinerja, Pegawai Negeri Sipil
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 30 YEAR 2019 CONCERNING
PERFORMANCE ASSESSMENT OF CIVIL SERVANTS IN THE GOVERNMENT
SECTION OF THE REGIONAL SECRETARIAT
OF SUBULUSSALAM CITY

Name : Abdul Rajab

NPM 191801083

Study Program : Magister Administrasi Publik
Supervisor | : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor 11 : Dr. Adam, M.AP

The implementation of Government Regulation Number 30 of 2019 concerning the
Performance Assessment of Civil Servants has not been carried out properly, mainly
due to the lack of objective assessments carried out in the government environment,
where the personal prejudice factor in making assessments is still quite high. This study
aims to determine and analyze the implementation of the Government Regulation of the
Republic of Indonesia Number 30 of 2019 concerning the Performance Assessment of
Civil Servants and the obstacles in implementing these regulations in the Government
Section of the Regional Secretariat of the City of Subulussalam. The research used was
descriptive method, and the data analysis technique used descriptive qualitative. The
results of the study that the implementation of PP no. 30 of 2019 concerning the
Performance Assessment of Civil Servants has not been fully implemented in the
Government Section of the Subulussalam City Regional Secretariat. Implementation has
been successfully implemented in terms of communication and bureaucratic structure,
but has not been successfully implemented in terms of resources and disposition.
Constraints faced by appraisers (supervisors) are not being able to control the view of
the proximity element in assessing the work of subordinates, employees often make
excessive reports, and the provision of disciplinary sanctions is still relatively
indecisive. It is recommended that superiors as appraisers need to eliminate the
influence of the proximity element in making an assessment of the performance of
subordinates, as well as being firm in giving sanctions to employees who violate
disciplinary rules.

Keywords: Implementation, Performance Assessment, Civil Servants
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pegawai merupakan sumber daya manusia (human resources) sekaligus
merupakan asset yang paling penting apa lagi bila mampu memberikan prestasi
dengan lebih baik. Kelangsungan hidup lembaga pemerintahan dapat tercapai
apabila seorang manajer sumber daya manusia mampu mengetahui, mengerti, dan
memahami para pegawai yang bekerja di lembaga pemerintahan, juga mengetahui
tingkat kebutuhan ekonomi pegawai, serta mampu mendayagunakan kemampuan
pegawai. Peningkatan kemampuan kerja setiap indivudu pegawai dengan
sendirinya akan meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan secara keseluruhan.
Jika kinerja pegawai rendah maka kinerja lembaga pemerintahan juga buruk, dan
sebaliknya, jika kinerja pegawai cukup tinggi maka kinerja lembaga pemerintahan
secara keseluruhan juga akan baik.

Kinerja merupakan seberapa baik pegawai mengerjakan pekerjaan mereka
jika dibandingkan dengan satu set standar. Kinerja seorang pegawai akan baik,
bila pegawai mencapai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena di gaji
atau diberi upah sesuai dengan perjanjian dan mempunyai harapan masa depan
yang lebih baik. Kinerja penting bagi pegawai agar dapat memperoleh
pengembangan karir serta memperoleh penghidupan yang layak dari hasil
kerjanya.

Namun demikian kinerja pegawai tidak hanya tergantung pada

kemampuan kerja pegawai itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sistem

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23



Abdul Rajab - Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun....

atau budaya yang terbentuk di dalam organisasi, khususnya mengenai sistem
penilaian kinerja. Baik tidaknya penilaian kinerja memiliki pengaruh yang sangat
besar terhadap hasil penilaian kinerja, karena sebaik apapun kemampuan kerja
pegawai tidak akan memperoleh nilai yang sesuai dengan kinerjanya jika sistem
penilaian kinerja di dalam organisasi tergolong buruk.
Secara definisi, penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses
melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja
pegawai. Penilaian prestasi kerja dilaksanakan untuk beberapa tujuan yaitu:
menilai tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaan sebagai dasar peningkatan
dan pengembangan para pegawai secara pribadi, sebagai dasar untuk pembayaran
upah, gaji, bonus, alat dalam pemberian pelatihan dan juga sebagai dasar dalam
pemberian nasehat pada pegawai dan alat pemberian motivasi. Penilaian kinerja
merupakan alat yang bermafaat tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja pada
pegawai, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi pegawai. sistem
penilaian prestasi kerja yang baik sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan:
1. Mendorong peningkatan prestasi kerja. Dengan mengetahui hasil prestasi
kerja, pihak yang terlibat dengan mengambil berbagai langkah yang
diperlukan agar prestasi kerja para pegawai lebih meningkat dimasa-masa
yang akan datang

2. Sebagai bahan pengambilan keputusan dan pemberian imbalan. Imbalan yang
diberikan oleh organisasi kepada para pegawainya tidak hanya terbatas pada
upah atau gaji yang merupakan penghasilan tetap bagi para pegawai tersebut,

akan tetapi juga berbagai imbalan lain seperti bonus.
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3. Untuk kepentingan mutasi pegawai. Prestasi kerja pegawai dimasa lalu
merupakan dasar bagi pengambilan keputusan mutasi baginya dimasa depan,
apapun bentuk mutasi tersebut seperti promosi, alih tugas, alith wilayah
maupun demosi.

4. Guna menyusun program pendidikan dan pelatihan, baik untuk mengatasi
berbagai kekurangan dan kelemahan maupun untuk mengembangkan potensi
pegawai yang ternyata belum sepenuhnya digali dan yang terungkap melalui
penilaian prestasi.

5. Membantu para pegawai menentukan rencana dan dengan bantuan bagian
kepegawaian menyusun program pengembangan karir yang paling tepat dalam
arti sesuai dengan kebutuhan para pegawai dan dengan kepentingan
organisasi.

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penilaian kinerja,
yaitu: relevance, acceptability, reliability, sensitivity, practiculity Relevance
berarti bahwa suatu sistem penilaian digunakan untuk mengukur hal-hal atau
kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya. Hubungan yang ada kesesuaian antara
hasil pekerjaan dan tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Acceptability
berarti hasil dari sistem penilaian tersebut dapat diterima dalam hubungannya
dengan kesuksesan dari pelaksanaan pekerjaan dalam suatu organisasi. Reliability
berarti hasil dari sistem penilaian tersebut dapat dipercaya (konsisten dan stabil).

Realibilitas sistem penilaian dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: waktu

dan frekuensi penilaian. Dalam hubungannya dengan sistem penilaian, disebut

memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila dua penilai atau lebih terhadap
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pegawai yang sama memperoleh hasil nilai yang tingkatannya relatif sama.
Sensitivity berarti sistem penilaian tersebut cukup peka dalam membedakan atau
menunjukkan kegiatan yang berhasil/sukses, cukup, ataupun gagal/jelek telah
dilakukan oleh seorang pegawai. Hal ini sangat penting, karena jangan sampai
terjadi suatu sistem tidak memiliki kemampuan membedakan pegawai yang
berhasil dari pegawai yang tidak berhasil. Apabila itu terjadi maka dalam suatu
organisasi semua pegawai akan mencapai tingkatan yang sama dan semua tujuan
penilaian prestasi kerja tidak akan tercapai. Practiculity berarti bahwa sistem
penilaian dapat mendukung secara langsung tercapainya tujuan organisasi melalui
peningkatan produktivitas para pegawai.

Penilaian kinerja bagai pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat
dengan PNS didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Adapun prinsip penilaian kinerja
yang diatur dalam peraturan tersebut adalah: objektif, terukur, akuntabel,
partisipasif, dan transparan. Tetapi sampai saat ini implementasi atas peraturan
tersebut masih belum dapat terlaksana dengan baik, terutama karena masih kurang
objektifnya penilaian yang dilakukan di lingkungan pemerintahan, dimana faktor
prasangka pribadi dalam melakukan penilaian masih tergolong cukup tinggi.
Pejabat penilai (atasan) tidak mampu mengendalikan pandangan unsur kedekatan
dalam melakukan penilaian hasil kerja bawahan, sehingga hasil penilaian kinerja
menjadi kurang sesuai dengan hasil kerja yang diperoleh pegawai yang dinilai.

Adapun unsur-unsur penilaian kinerja PNS di Lingkungan Sekretariat

Daerah Kota Subulussalam adalah mengenai kepribadian pegawai, yaitu orientasi
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pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Nilai capaian SKP

dinyatakan dengan angka dan sebutan, yaitu 91 - ke atas dinyatakan sangat baik,

76 — 90 dinyatakan baik, 61 — 75 dinyatakan cukup, 51 — 60 dinyatakan kurang

dan 50 - ke bawah dinyatakan buruk. Nilai kinerja PNS di Lingkungan Sekretariat

Daerah Kota Subulussalam seperti tertera pada Tabel 1.1 dan 1.2

Tabel 1.1

Nilai Rata-rata Kinerja PNS di Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah

Kota Subulussalam

Unsur Kinerja Tahun Tahun
2020 2021
Orientasi
Pelayanan 84,14 83,20
Integritas 82,25 82,28
Komitmen 90,69 90,07
Disiplin 81,53 80,21
Kerjasama 82,41 81,54
Rata-rata 84,20 83,46

Sumber: rekapitulasi rata rata nilai SKP Bagian Pemerintahan

Tabel 1.2
Data Nilai SKP Pegawai Negeri Sipil Bagian Pemerintahan tahun 2020
Nilai Perilaku Nilai | sebu
No Nama/Nip Jabatan | Nilai prestas | tan
SKP ](J)rliemasi Integritas Komitmen | Disiplin Kerjasama [ Kepemi | j kerj a
clayanan mpinan

1 Ronise Bancin, | Ka

S.STP Bagian 83,978 | 84,40 | 81,00 90,29 | 81,00 83,2 84,57 baik
2 | Lukman Kaifa, | Kasubag

SH Pem 84,37 83,65 | 83,65 90,4 81 83,15 83 baik
3 | Abdul Rajab, | Kasubag

S.STP Adwil 84,724 83,5 83 90,12 83 84 84 baik
4 | Diki  Tilarso, | Kasubag

S.STP Otda 83,404 84 82,12 89,9 81 80 82,90 baik
5 | Afmi Banurea, | Staf

A.Md 84,46 84,4 82 92,4 82,4 81,1 84 baik
6 | Rosita Sinamo | Staf 84,278 | 84,87 81,7 91,02 80,8 83 83,88 baik

Nilai rata rata 84,14 | 82,25 | 90,69 | 81,53 | 82,41
Sumber : Data SKP per 1 januari 2021 Bagian Pemerintahan
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Tabel 1.3
Data Nilai SKP Pegawai Negeri Sipil Bagian Pemerintahan tahun 2021
Nilai Perilaku Nilai | sebu
No Nama/Nip Jabatan | Nilai prestas | tan
SKP Orientasi Integritas Komitmen Disiplin Kerjasama Kepemi | kerj a
Pelayanan mpinan
1 Ronise Bancin, | Ka
S.STP Bagian 83,07 | 83,00 | 81,00 | 90,10 | 80,00 | 81,25 83 baik
2 | Lukman Kaifa, | Kasubag
SH Pem 83,62 84,4 83,65 89 80,05 81 83 baik
3 | Abdul Rajab, | Kasubag
S.STP Adwil 84,32 83,5 83 90 81,1 84 84,20 baik
4 | Diki Tilarso, | Kasubag
S.STP Otda 84,304 84,5 82,12 89,9 82 83 84,35 baik
5 | Afmi Banurea, | Staf
A.Md 83,1 81,8 82,2 92,4 79,1 80 82,90 baik
6 Rosita Sinamo | Staf 82,34 82 81,7 89 79 80 82 baik
Nilai rata rata 83,20 | 82,28 | 90,07 | 80,21 | 81,54
Sumber : Data SKP per 1 januari 2022 Bagian Pemerintahan
Dari Tabel 1.1, 1.2 dan 1.3 terlihat bahwa rata-rata nilai kinerja PNS
mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Rata-rata nilai kinerja
pada tahun 2020 adalah 85,60 menurun menjadi 84,14. Keadaan tersebut menjadi
gambaran bahwa program kegiatan yang dilaksanakan instansi tersebut tidak
dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu penulis tertarik
melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Implementasi Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Subulussalam.
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis
merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Subulussalam ?

2. Apa saja faktor kendala dalam implementasi Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam ?

1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Subulussalam.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor kendala dalam
implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
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Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di
bidang pemerintahan publik.

2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya
tentang implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi guna melakukan

pengembangan penelitian selanjutnya.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Kerangka Teori
2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses
pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi
berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan
pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai
mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai
suatu tujuan eksplisit.

Menurut Winarno (2011:9) bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan
proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang
harus dikaji. Oleh karena itu, dalam memacahkan sebuah permasalahan yang
dihadapi kebijakan publik, ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan,
yaitu:

1. Agenda kebijakan

Tahap penetapan agenda kebijakan ini adalah penentuan masalah publik
yang akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi
yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini isu kebijakan dapat berkembang
menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat, seperti: memiliki efek yang
besar terhadap kepentingan masyarakat, dan tersedianya teknologi dan dana untuk

menyelesaikan masalah publik tersebut.
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2. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk
menyelesaikan masalah publik. Dalam menentukan kebijakan pada tahap ini dapat
menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan
yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba
terbatas. Pada tahap ini diidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat
digunakan melalui prosedur forecasting untuk memecahkan masalah yang di
dalamnya terkandung konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang akan dipilih.
3. Adopsi kebijakan

Merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan yang akan
dilakukan. Terdapat di dalamnya beberapa hal yaitu identifikasi alternatif
kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang
diinginkan dan juga mengidentifikasi alternatif-alternatif dengan menggunakan
kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar
daripada efek negatif yang akan terjadi.
4. Implementasi kebijakan

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor
(birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber daya manusia dan
sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen). Implementasi berkaitan dengan
berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada
posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir,
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seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-
unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program.
5. Evaluasi kebijakan

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap
kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses
implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau
direncanakan dalam program kebijkakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran
(kriteria-kriteria) yang telah ditentukan. Evaluasi keijakan dapat dilakukan oleh
lembaga independen maupun pihak birokrasi pemerintah sendiri (sebagai
eksekutif) untuk mengetahui apakah program yang dibuat oleh pemerintah telah
mencapai tujuannya atau tidak. Apabila ternyata tujuan program tidak tercapai
atau memiliki kelemahan, maka perlu diketahui apa penyebabnya sehingga

kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang akan datang.

2.1.2. Model-model Implementasi Kebijakan
2.1.2.1. Charles O. Jones
Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi adalah:

1. Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program
ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.

2. Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke
dalam tujuan kebijakan.

3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan,

upah, dan lain-lainnya.
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Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut
perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula
menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang
langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak
yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik

yang negatif maupun yang positif.

2.1.2.2. Edward 111
Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan
implementasi suatu kebijakan menurut Subarsono (2012:90), yaitu:
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Struktur birokrasi
4. Disposisi.
Masing-masing faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah
bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus
mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus
diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah
tersebut dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti

dengan cermat. Secara umum membahas tiga hal penting dalam proses
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komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi
artinya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus
menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk
pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan, jika kebijakan sebagaimana yang
diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para
implementor, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidakjelasan pesan
komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan
mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan
dengan makna pesan awal. Konsistensi, artinya bahwa jika implementasi
kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus
konsisten dan jelas.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan
agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni
kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya,
kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor
seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki
disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor
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memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka
proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu
dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya
prosedur operasi yang standar (standar operating procedures atau SOP). SOP
menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Selain itu struktur
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan
pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.
2.1.2.3. Gogin

Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan model Gogin, maka perlu
diidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada
keseluruhan implementasi yakni: (1) bentuk dan isi kebijakan, termasuk di
dalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2)
kemampuan organ isasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif
lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh
lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan
hubungan antar warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya.
2.1.2.4. Grindle

Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan dan

hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan
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dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari: (1) kepentingan-kepentingan yang
dipengaruhi, (2) jenis atau type manfaat yang dihasilkan, (3) derajat perubahan
yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, dan
(6) sumber daya yang dilibatkan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang
terdiri dari: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik
lembaga penguasa, dan kepatuhan serta daya tanggap.

Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan
tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan
pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya a policy
delivery system dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan
harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan
publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana
diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.
2.1.2.5. Van Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan oleh Meter dan Horn dipengaruhi oleh
enam faktor, yaitu (1) standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian
tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, (2) sumber daya kebijakan berupa
dana pendukung implementasi, (3) komunikasi inter organisasi dan kegiatan
pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak
dicapai, (4) karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan

faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program, (5) kondisi
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sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, dan (6)
sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi
dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.

2. Tingkat pengawasan hiraki terhadap keputusan-keputusan sub-unit danproses-
proses dalam badan-badan pelaksana.

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-
anggota legislative dan eksekutif).

4. Vitalitas suatu organisasi

5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan
kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan
yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar
organisasi.

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan
atau pelaksana keputusan.

Berdasarkan uraian teori model implementasi maka penulis memilih
menggunakan teori Edward III dalam menganalisis implementasi Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam,
dengan alasaan dalam penerapan suatu peraturan pasti ada keberhasilan dan
kegagalan, dan penulis melihat dengan menggunakan empat faktor yang terdapat

dalam teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan
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disposisi maka akan terlihat bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.

2.1.3. Penilaian Kinerja
2.1.3.1. Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja

Bagi orang-orang yang berkecimpung dalam manajemen sumber daya
manusia pada umumnya sependapat bahwa kinerja pegawai merupakan bagian
penting dari seluruh proses pegawai. Pentingnya kinerja yang rasional dan
objektif meliputi paling sedikit dua kepentingan yaitu: kepentingan pegawai yang
bersangkutan dan kepentingan organisasi.

Menurut Suprianto (2010:12) bahwa “Kinerja adalah suatu kondisi yang
diperoleh seorang pegawai pada suatu periode tertentu”. Bagi pegawai prestasi
kerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan,
kekurangan dan potensi untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan prestasi
kerja tersebut. Sedangkan bagi organisasi prestasi kerja pegawai sangat penting
dalam pengambilan keputusan seperti identifikasi program pendidikan dan
pelatihan, rekruitmen, seleksi, penempatan dan promosi.

Definisi ini mengartikan kinerja merupakan hasil kerja yang dinilai dengan
membandingkan standar yang sudah ditetapkan sehingga terlihat apakah prestasi
pegawai tersebut sudah baik atau belum baik.

Menurut Mathis dan Jackson (2012: 82), “Kinerja merupakan seberapa

baik pegawai mengerjakan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan satu set
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standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut”. Definisi ini
mengartikan pegawai dapat mengetahui keberhasilan dalam menyelesaikan
pekerjaannya dengan membandingkan target hasil yang sudah ditetapkan oleh
instansi.

Selanjutnya menurut Adoir (2010: 64), “Kinerja adalah perasaan yang
membawa seseorang pada kesuksesan, penyelesaian pekerjaan, pemecahan
masalah dan keberhasilan yang ada”. Berdasarkan defenisi ini, dapat diambil
kesimpulan bahwa kinerja itu merupakan hasil dari suatu pelaksanaan pekerjaan,
pemecahan masalah pada suatu periode yang dapat menimbulkan perasaan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil
pencapaian yang dapat dilaksanakan oleh seseorang baik kualitas maupun
kuantitas yang akan dicapai pegawai persatuan periode waktu dalam
melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Pada umumnya kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang di
dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Prestasi kerja ini merupakan gabungan dari
tiga faktor penting yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan
penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran serta tingkat motivasi
seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor tersebut semakin besarlah prestasi
kerja pegawai bersangkutan. Dan jika dalam pendelegasian tugas uraian
pekerjaannya tidak tepat, apalagi tidak lengkap, wewenang dan tanggung jawab
kabur akan berakibat pada prestasi kerja yang kurang memuaskan. Informasi
tentang tinggi rendahnya prestasi kerja seseorang pegawai dapat diperoleh melalui

proses yang panjang, yaitu proses penilaian prestasi kerja pegawai.
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Menurut Handoko (2010:135), “Penilaian kinerja (performance appraisal)
adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai
prestasi kerja pegawai”. Kegiatan ini memperbaiki keputusan-keputusan
personalia dan memberikan umpan balik kepada pegawai tentang pelaksanaan
kerja mereka.

Menurut Mathis dan Jackson (2012:77) penilaian prestasi kerja terdiri dari
“proses-proses  mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi,
meningkatkan dan memberi penghargaan terhadap kinerja pada pegawai”.
Sedangkan Wursanto (2011:38) mengatakan bahwa “Penilaian kinerja adalah
suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang
pegawai dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang”. Hasibuan (2010:105) juga mengatakan bahwa “Penilaian kinerja
adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas
yang dibebankan kepadanya berdasarkan kecakapan, pengalaman dan
kesanggupan dalam bekerja serta waktu”.

Menurut Wibowo dalam Sudaryo dkk (2018:205) bahwa pengukuran
kinerja antara lain menggunakan aspek kualitas kerja, produktivitas kerja,
ketepatan waktu, kerja sama, inisiatif dan tanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penilaian
kinerja merupakan suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk
mengukur, mengevaluasi perilaku, hasil kerja dan kedisplinan yang digunakan
sebagai dasar pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi.
Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seseorang pegawai dan

apakah dia bisa bekerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang.
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Melaksanakan penilaian prestasi kerja ditentukan standar kerja sebagai pedoman

dalam menentukan pegawai yang berprestasi.

2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian terhadap hasil pekerjaan pegawai digunakan untuk tujuan
pendidikan, prestasi kerja, gaji dan pemberhentian. Sedangkan penilaian terhadap
sifat-sifat pribadi dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan seperti promosi dan
pemindahan. Penilaian ini, memungkinkan setiap pegawai mengetahui pendapat
atasan tentang dirinya dan cara meningkatkan prestasi kerja dimasa mendatang.

Menurut Hasibuan (2016:135), penilaian prestasi kerja dilaksanakan untuk
beberapa tujuan yaitu: menilai tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaan
sebagai dasar peningkatan dan pengembangan para pegawai secara pribadi,
sebagai dasar untuk pembayaran upah, gaji, bonus, alat dalam pemberian
pelatihan dan juga sebagai dasar dalam pemberian nasehat pada pegawai dan alat
pemberian motivasi.

Penilaian kinerja merupakan alat yang bermafaat tidak hanya untuk
mengevaluasi kinerja pada pegawai, tetapi juga untuk mengembangkan dan
memotivasi pegawai.

Menurut Rivai (2012:68) beberapa manfaat penilaian kinerja adalah:

1) Posisi tawar
Untuk memungkinkan manajemen melakukan negosiasi yang objektif dan

rasional dengan serikat buruh atau langsung dengan pegawai.
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2) Perbaikan kinerja
Umpan balik pelaksaan kerja yang bermanfaat bagi pegawai, manajer, dan
spesialis personil dalam bentuk kergiatan untuk meningkatkan atau
memperbaiki kinerja.

3) Penyesuaian kompensasi
Penilaian kinerja membantu mengambil keputusan dalam penyesuaian ganti
rugi, menentukan siapa yang perlu dinaikkan upah, bonus, atau kompensasi
lainnya.

4) Keputusan penempatan
Membantu dalam promosi, keputusan penempatan, perpindahan, dan
penurunan pangkat pada umumnya didasarkan pada masa lampau atau
mengantisipasi kinerja.

5) Pelatihan dan Pengembangan
Kinerja buruk mengindikasikan adanya suatu kebutuhan untuk latihan.

6) Perencanaan dan pengembangan karir
Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang
jalur karir tertentu yang harus diteliti.

7) Ketidakakuratan informasi
Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam
informasi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, atau komponen-
komponen sistem informasi manajemen personalia.

8) Evaluasi proses staffing
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Prestasi kerja yang baik atau buruk adalah mencerminkan kekuatan atau
kelemahan prosedur staffing departemen personalia.

9) Menjamin kesempatan kerja yang adil.
Menjamin kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja yang akurat
akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa
diskriminasi.

Menurut Hasibuan (2010:122) mengungkapkan beberapa tujuan dan

kegunaan dari penilaian prestasi pegawai sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2. Untuk mengukur prestasi kerja.

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan.

4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan.

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi pegawai.

6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai.

7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan
(supervisor,managers, administrator).

8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan dan meningkatkan kemampuan
pegawai selanjutnya.

9. Sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan pegawai.

10. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personal.

11. Sebagai alat untuk memperbaiki kecakapan pegawai.

12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan

(jobdescription).
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Menurut Siagian (2011:227-228), suatu sistem penilaian prestasi kerja
yang baik sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan:

6. Mendorong peningkatan prestasi kerja. Dengan mengetahui hasil prestasi
kerja, pihak yang terlibat dengan mengambil berbagai langkah yang
diperlukan agar prestasi kerja para pegawai lebih meningkat dimasa-masa
yang akan datang

7. Sebagai bahan pengambilan keputusan dan pemberian imbalan. Imbalan yang
diberikan oleh organisasi kepada para pegawainya tidak hanya terbatas pada
upah atau gaji yang merupakan penghasilan tetap bagi para pegawai tersebut,
akan tetapi juga berbagai imbalan lain seperti bonus.

8. Untuk kepentingan mutasi pegawai. Prestasi kerja pegawai dimasa lalu
merupakan dasar bagi pengambilan keputusan mutasi baginya dimasa depan,
apapun bentuk mutasi tersebut seperti promosi, alih tugas, alith wilayah
maupun demosi.

9. Guna menyusun program pendidikan dan pelatihan, baik untuk mengatasi
berbagai kekurangan dan kelemahan maupun untuk mengembangkan potenis
pegawai yang ternyata belum sepenuhnya digali dan yang terungkap melalui
penilaian presatasi.

10. Membantu para pegawai menentukan rencana dan dengan bantuan bagian
kepegawaian menyusun program pengembangan karir yang paling tepat dalam
arti sesuai dengan kebutuhan para pegawai dan dengan kepentingan

organisasi.
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Sedangkan menurut Handoko (2013:135-137) mengatakan, ada

beberapa manfaat penilaian prestasi kerja, yaitu:

1. Perbaikan Prestasi
Umpan balik Pelaksanaan kerja memungkinkan karyaan, manajer dan
departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk
memperbaiki prestasi.

2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi
Evaluasi Prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam
menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya.

3. Keputusan-keputusan penempatan
Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan ada prestasi kerja masa
laalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan
terhadap prestasi kerja masa lalu.

4. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan
Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latithan. Demikian
juga, prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus
dikembangkan.

5. Perencanaan dan pengembangan karier
Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu tentang
jalur karier tertentu yang harus diteliti.

6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing
Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan

prosedur staffing departemen personalia.
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7. Ketidakakuratan informasi
Prestai kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahaan dalam
informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia atau
komponen-komponen lain sistem informasi manajemen personalia.

8. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan
Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam
desain pekerjaan. Penilaian prestasi mambantu diagnosa kesalahan-keslahan
tersebut.

9. Kesempatan kerja yang adil
Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan
penematan internal diambil taanpa diskriminasi.

10. Tantangan-tantangan eksternal
Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar
lingkungan kerja seperti: keluarga, kesehatan, kondisi finansial atau masalah-

masalah pribadi lainnya.

Pimpinan organisasi dan pegawai harus memahami manfaat pelaksanaan
penilaian prestasi kerja agar prestasi kerja pegawai dapat ditingkatkan dan
mengetahui cara meningkatkan prestasi yang jelek. Manajer perlu menentukan
syarat-syarat penilaian prestasi kerja yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan
penilaian prestasi kerja dalam organisasi.
2.1.3.3. Faktor yang Menghambat Penilaian Kinerja

Penilaian sering tidak berhasil untuk tidak melibatkan emosionalnya dalam

menilai prestasi kerja pegawai. Ini menyebabkan evaluasi menjadi bias. Bias
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adalah distorsi pengukuran yang tidak akurat. Masalah kemungkinan bias

terutama bila ukuran-ukuran yang digunakan bersifat subyektif. Berbagai bias

penilai yang paling umum terjadi adalah :

1. Halo effect
Halo effect terjadi bila pendapat pribadi penilai tentang pegawai
mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Sebagai contoh, bila seorang atasan
senang kepada seorang pegawai, maka pandangan ini bisa mengubah estimasi
atasan terhadap prestasi kerja pegawai. Masalah ini paling mudah terjadi bila
para penilai harus mengevaluasi teman-teman mereka.

2. Kesalahan kecenderungan terpusat
Banyak penilai yang tidak suka menlai para pegawai sebagai yang efektif atau
tidak efektif, dan sangat baik atau sangat jelek, sehingga penilaian prestasi
kerja cenderung dibuat rata-rata. Pada formulir penilaian, distorsi ini
menyebabkan penilai menghindari penilaian ekstrim tersebut, dan
menempatkan penilaian pada atau dekat dengan nilai-nilai tengah.

3. Bias terlalu lunak dan terlalu keras
Kesalahan terlalu lunak (leniency bias) disebabkan oleh kecenderungan
penilai untuk terlalu mudah memberikan nilai baik dalam evaluasi prestasi
kerja pegawai. Kesalahan terlalu keras (strickness bias) adalah sebaliknya,
yang terjadi karena penilai cenderung terlalu ketat dalam evaluasi mereka.
Kedua kesalahan ini pada umumnya terjadi bila standar-standar prestasi tidak

jelas.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23



Abdul Rajab - Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun....

27

4. Prasangka pribadi
Faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang atau
kelompok bisa mengubah penilaian. Sebagai contoh, seorang atasan pria
mungkin cenderung memberi penilaian rendah kepada para pegawai wanita
karena suatu hal. Sebab-sebab prasangka pribadi lain yang mempengaruhi
penilaian mencakup faktor senioritas, kesukuan, agama, kesamaan kelompok
dan status sosial.

5. Pengaruh kesan terakhir
Bila menggunakan ukuran-ukuran prestasi kerja subyektif, penilaian sangat
dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan pegawai yang paling akhir (recency
effect). Kegiatan-kegiatan terakhir baik atau buruk — cenderung lebih diingat
oleh penilai.

Berbagi distorsi di atas dapat dikurangi melalui pemberian latihan bagi
para penilai, umpan balik, dan pemilihan teknik-teknik penilaian prestasi kerja
secara tepat. Latihan-latihan untuk para penilai hendaknya mencakup tiga tahap.
Pertama, berbagai bias atau kesalahan dan penyebab-penyebabnya harus
dijelaskan. Kedua, peranan penilaian prestasi kerja dalam keputusan-keputusan
pegawai hendaknya diuraikan dengan menekankan pentingnya obyektifitas dan
sikap tidak memihak. Ketiga, para penilai diberi kesempatan untuk menerapkan
ukuran-ukuran prestasi kerja sebagai bagian latihan mereka.

Di samping pemberian latihan, para penilai harus memperoleh umpan
balik tentang penilaian mereka di waktu yang lalu. Umpan balik ini

memungkinkan para penilai memperbaiki perilaku penilaian di kemudian hari.
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Departemen personalia juga dapat mempengaruhi distorsi melalui
pemilihan teknik-teknik penilaian prestasi kerja secara hati-hati. Untuk
mempermudah pembahasan, teknik-teknik ini dikelompokkan menjadi metode-
metode yang berorientasi pada prestasi di masa lalu dan yang berorientasi masa

mendatang.

2.1.3.4. Metode Penilaian Prestasi Kerja
Para penilai harus memperoleh umpan balik tentang penilaian mereka
diwaktu lalu. Umpan balik ini memungkinkan para penilai memperbaiki perilaku
di kemudian hari. Personalia dapat mengelompokkan teknik-teknik ini menjadi
metode-metode yang berorientasi pada prstasi dimasa lalu dan yang berorientasi
masa mendatang, yaitu (Handoko, 2013:141):
a. Metode-metode Penilaian Berorientasi pada Masa Lalu
b. Metode Penilaian Berorientasi pada Masa Depan.
a. Metode-metode Penilaian Berorientasi pada Masa Lalu
Ada beberapa metode-metode penilaian prestasin kerja yang berorientasi
pada masa lalu adalah sebagai berikut:
1. Rating scale
Dalam hal ini, penilai melakukan penilaaian subjektif terhadap prestasi kerja
pegawai dari skala tertentu dari yang terendah sampai dengan tertinggi.
2. Checklist
Dalam metode ini, penilai hanya memilih pertanyaan-pertanyaan yang tersedia,

yang menggambarkan prestasi kerja dan karakterisitk-karakteristik pegawai.
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3. Critical incident method
Metode penilaian ini didasarkan kepada catatan-catatan penilai yang
menggambarkan perilaku pegawai sangat baaik atau sangat jelek dalam
kaitaannya dengan pelaksanaan kerja.

4. Field review method
Metode penilaian dilakukan dengan cara para penilai atau pimpinan
melakukannya terjun langsung kelapangan untuk menilai prestasi kerja
pegawai

5. Tes dan observasi prestasi kerja
Metode penilaian dilakukan dengan mengadakan tes pengetahuan dan
keterampilan secara tertulis yang akan dinilai.

6. Metode evaluasi kelompok
Penilai seperti ini biasanya dilakukan oleh penyelia atau atasan langsung.
Metode ini berguna untuk pengambilan keputusan kenaikan upah, promosi
dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan
ranking pegawai dari yang terbaik sampai yang terjelek.

b. Metode Penilaian Berorientasi pada Masa Depan
Ada beberapa metode penilaian prestasi kerja yang berorientasi pada masa
depan, yaitu:

1. Self Appraisals
Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah untuk melanjutkan
pengembangan diri. Bila pegawai menilai dirinya, perilaku defensif cenderung

tidak terjadi, sehingga upaya perbaikan diri juga cenderunga dilaksanakan.
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2. Psychological Appraisals

Penilaian ini pada umumnya terdiri dari wawancara mendalam, tes-tes
psikologi, diskusi dengan atasan langsung, dan review evaluasi-evaluasi
lainnya. Biasanya dilakukan oleh para psikolog, terutama digunakan untuk
menilai potensi pegawai diwaktu yang akan datang.

3. Pendekatan Management By Objective (MBO)

Adalah bahwa setiap pegawai dan penyelia secara bersama menetapkan tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Penilaian prestasi kerja dilakukan
bersama.

4. Assessment Centers
Suatu bentuk penilaian pegawai yang distandardisasikan dimana tergantung
pada berbagai tipe penilaian dari penilai. Penilaian bisa meliputi wawancara
mendalam, tes-tes psikologi, diskusi kelompok, simulasi, dan sebagainya
untuk mengevaluasi potensi pegawai diwaktu yang akan datang.

Penilaian prestasi harus memberikan suatu gambaran akurat mengenai
prestasi kerja pegawai. Untuk mencapai tujuan ini, sistem-sistem penilaian harus
mempunyai hubungan dengan pekerjaan (job related), praktis, mempunyai
standar-standar dan menggunakan berbagai ukuran yang dapat diandalkan. Job
related berarti bahwa sistem menilai perilaku-perilaku kritis yang mewujudkan
keberhasilan perusahaan. Sedangkan suatu sistem disebut praktis bila dipahami
atau dimengerti oleh para penilai dan pegawai.

Di samping harus job related dan praktis, evaluasi prestasi kerja

memerlukan standar-standar pelaksanaan kerja (performance standars), dengan
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mana prestasi kerja diukur. Agar efektif, standar hendaknya berhubungan dengan
hasil-hasil yang diinginkan pada setiap pekerjaan. Lebih lanjut, evaluasi juga
memerlukan ukuran-ukuran prestasi kerja yang dapat diandalkan (performance
measures). Berbagai ukuran ini, agar berguna, harus mudah digunakan, reliable
dan melaporkan perilaku-perilaku kritis yang menentukan prestasi kerja.
Observasi-observasi penilaian dapat dilakukan secara langsung atau tidak
langsung. Observasi langsung terjadi bila penilai secara nyata melihat pelaksanaan
kerja. Di lain pihak, observasi tidak langsung terjadi bila penilai hanya dapat
menilai tiruan pelaksanaan kerja nyata sehingga kurang akurat. Sebagai contoh,
seorang penyelia yang memonitor petugas penerima telepon adalah observasi
langsung, sedangkan tes tertulis tentang prosedur-prosedur perusahaan untuk

penanganan panggilan darurat adalah observasi tidak langsung.

2.1.3.5. Dimensi Penilaian Kinerja Pegawai
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4, maka prinsip penilaian
kinerja dijadikan dimensi penilaian kinerja adalah:
1. Objektif
Penilaian terhadap pencapaian prestasi kerja sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi
dari pejabat penilai.
2. Terukur

Penilaian prestasi kerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
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3. Akuntabel
Seluruh hasil peniliaian prestasi kerja harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada pejabat yang berwenang.
4. Partisipatif
Seluruh proses penilaian pretasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara
pejabat penilai dengan PNS yang dinilai.
5. Transparan
Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak
bersifat rahasia.
Menurut Suprianto (2012:243), terdapat beberapa syarat yang harus
dipenuhi dalam penilaian kinerja, yaitu:
1. Relevance
2. Acceptability
3. Reliability
4. Sensitivity
5. Practiculity
Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: Relevance berarti bahwa
suatu sistem penilaian digunakan untuk mengukur hal-hal atau kegiatan-kegiatan
yang ada hubungannya. Hubungan yang ada kesesuaian antara hasil pekerjaan
dan tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu.
Acceptability berarti hasil dari sistem penilaian tersebut dapat diterima
dalam hubungannya dengan kesuksesan dari pelaksanaan pekerjaan dalam suatu

organisasi.
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Reliability berarti hasil dari sistem penilaian tersebut dapat dipercaya
(konsisten dan stabil). Realibilitas sistem penilaian dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain: waktu dan frekuensi penilaian. Dalam hubungannya dengan
sistem penilaian, disebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila dua
penilai atau lebih terhadap pegawai yang sama memperoleh hasil nilai yang
tingkatannya relatif sama.

Sensitivity berarti sistem penilaian tersebut cukup peka dalam
membedakan atau menunjukkan kegiatan yang berhasil/sukses, cukup, ataupun
gagal/jelek telah dilakukan oleh seorang pegawai. Hal ini sangat penting, karena
jangan sampai terjadi suatu sistem tidak memiliki kemampuan membedakan
pegawai yang berhasil dari pegawai yang tidak berhasil. Apabila itu terjadi maka
dalam suatu organisasi semua pegawai akan mencapai tingkatan yang sama dan
semua tujuan penilaian prestasi kerja tidak akan tercapai.

Practiculity berarti bahwa sistem penilaian dapat mendukung secara
langsung tercapainya tujuan organisasi melalui peningkatan produktivitas para
pegawai.

Sumber-sumber data kinerja terdiri dari penyelia, pegawai sendiri, rekan
sejawat atau anggota tim, bawahan dan pelanggan. Relevansi masing-masing
sumber perlu dipertimbangkan sebelum ditetapkan metode pemberian rating. Hal
penting dalam menentukan siapa yang harus melaksankan penilaian adalah jumlah
dan jenis hubungan kerja yang dimiliki penilai dengan orang yang dievaluasi.
Kuantitas dan kualitas pengetahuan tugas mungkin bervariasi sesuai dengan

tingkat organisasi, demikian juga kedekatan pekerja dan pemberi rating.
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Mathis dan Jackson (2012:15-20), yang melaksanakan penilaian prestasi
kerja meliputi: penilaian atasan, penilaian diri sendiri, penilaian rekan sejawat
atau anggota tim dan penilaian ke atas atau terbalik.

Penilaian atasan. Istilah atasan dalam konteks ini mengacu pada pimpinan
langsung bawahan yang sedang dievaluasi. Banyak perusahaan beranggapan,
atasan lebih mengetahui pekerjaan dan kinerja bawahan daripada siapapun dan
karena itu perusahaan memberikan seluruh tanggungjawab penilaian orang lain.

Namun, penilaian atasan mempunyai kelemahan. Pertama, karena atasan
biasanya punya kekuasaan untuk memberikan imbalan dan hukuman, mungkin
bawahan merasa terancam. Kedua, evaluasi sering merupakan proses satu arah
yang membuat bawahan defensive. Ketiga, atasan mungkin tidak mempunyai
kemampuan interpersonal yang diperlukan untuk memberikan umpan balik yang
baik. Kelebihannya, karena adanya potensi pertanggungjawaban hukum dan
hasrat untuk memiliki data penilaian terbaik yang memungkinkan. Tindakan ini
meningkatkan keandalan dan keadilan yang dirasakan dari proses penilaian.

Penilaian diri sendiri. Penggunaan penilaian diri sendiri, khususnya
melalui partisipasi bawahan dalam menetapkan tujuan dipopulerkan sebagai
komponen manajemen dan objektif yang sering disebut MBO. Bawahan yang
sering berprestasi dalam proses evaluasi mungkin akan lebih terlibat dan punya
komitmen pada tujuan. Partisipasi bawahan mungkin juga membantu
menjelaskan peran pegawai dan mengurangi konflik peran.

Penilaian rekan sejawat atau anggota tim. Penggunaan penilaian anggota

tim agaknya meningkat saat memasuki abad ke-21 ditinjau dari focus korporasi.
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Dalam hal ini perlu partisipasi pegawai, kerjasama tim dan pemberian wewenang.
Salah satu alasannya adalah bahwa penilaian rekan sejawat terlihat sebagai alat
prediksi kinerja masa mendatang yang bermanfaat. Alasan lain, penilaian kinerja
secara individu tidak memberikan kontribusi kepada upaya-upaya pembinaan tim
yang merupakan unsur penting dalam manajemen partisipatif saat ini.

Penilaian ke atas atau terbalik. Organisasi-organisasi semacam Jonhson
and Johnson dan Sears telah mensurvei pegawai selama beberapa tahun untuk
mengetahui opini mereka tentang manajemen, tetapi secara umum tipe penilaian
ini yang disebut penilaian ke atas atau penilaian terbalik, tetap popular.
Perusahaan yang menggunakan rating bawahan dalam hal bagaimana hierarki
organisasi mereka, dan mengembangkan manajer-manajernya yang lebih baik.

Setelah perusahaan menentukan siapa yang melaksanakan penilaian
prestasi kerja pegawai, kemudian menyusun langkah-langkah dalam menilai
prestasi. Penentuan langkah-langkah berguna agar proses penilaian adil, akurat

dan tepat, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat dihindarkan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul Implementasi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kota Subulussalam sebagai berikut.
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1. Hasil penelitian Wardani dengan judul Penerapan Disiplin Dalam

Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan (Studi di Kantor
Kecamatan Mapanget Kota Manado, 2014).
Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Kecamatan Mapanget
Kota Manado, yaitu: pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja;
menyalahgunakan wewenang; masih rendahnya rasa pengabdian, kesadaran
dan tanggung jawab terhadap tugas kedinasan; pemberian pelayanan terhadap
masyarakat yang masih kurang baik dan pelanggaran terhadap peraturan
kedinasan yang berlaku.

2. Hasil penelitian Marzuki dengan judul Penerapan Disiplin Kerja Dalam
Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Baruga Kota Kendari,
2017.

Berdasarkan pengamatan pada Kantor Camat Baruga Kota Kendari tampak
bahwa sikap disiplin kerja di kalangan pegawai di kantor tersebut masih
relatif rendah.

3. Hasil penelitian Sisilia Koda dengan judul Upaya Peningkatan Kinerja
Aparatur Sipil Negara (Studi di Puskesmas Daru Kecamatan Kao Utara,
2016)

Ada beberapahal yang menjadi kesimpulan dengandemikian upaya
peningkatan kinerja pegawai sudah cukup (efektif), dalam menjalankan tugas
dan fungsi sebagai pegawai (ASN). Adapun tingkat pelayan yang diberikan

kepada masyarakat dilakukan sesuai aturan, dan tingkat pelaksanaan dalam
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beberapa program sudah diteralisasikan dengan baik, karna adanya
pengawasan dan pelaksanaan dengan baik.

4. Hasil penelitian Titin Nur Haydah dengan judul Kendala dan Solusi dalam

Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Studi di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, 2014)
Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut
adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil Daerah. Kendala yang dihadapi oleh seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kurang
tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang serta lunturnya
Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Solusinya yaitu dengan adanya
sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti
melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan
shock terapi agar Pegawai Negeri Sipil yang lain tidak meniru atau
melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi.

5. Hasil penelitian Dewi Rachmawati dengan judul The Effect of Work
Discipline and Job Involvement on the Performance with Incentive as
Intervening Variable, 2018
Hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa kedisiplinan dan keterlibatan
kerja berpengaruh terhadap kinerja, sedangkan insentif tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja. Hasil analisis variabel mediasi dapat disimpulkan
bahwa insentif tidak terbukti memediasi pengaruh keterlibatan kerja dan

disiplin kerja dalam kinerja.
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pemikiran ini dilakukan terkait judul permasalahan yaitu Implementasi Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja

Pegawai Negeri Sipil di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota

Subulussalam, melalui kerangka berpikir ini penulis mencoba mengembangkan

beberapa permasalahan tersebut sehingga mendapatkan factor factor apa saja yang

mempengaruhi dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.

Implementasi Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun Kendala/factor penghambat
2019 Tentang Penilaian Kinerja 1. Hallo effect
Pegawai Negeri Sipil di Bagian 2. Kesalahan
Pemerintahan Sekretariat Daerah \ tercenderung
Kota Subulussalam terpusat
3. Bias terlalu lunak
dan keras
EDWARD III 4. Prasangka pribadi
1. Komunikasi 5. Pengaruh kesan
2. Sumber Daya terakhir
3. Disposisi
4. Struktrur
birokrasi
Bagaimana implementasi Apa saja faktor kendala dalam
PeraturanPemerintah Republik Indonesia implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
di Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Subulussalam ?

2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil di Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Subulussalam ?

\ PENINGKATAN KINERJA

d

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir
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METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota
Subulussalam. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022 sampai

dengan Juli 2022.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan
komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan membahas
permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan Implementasi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota
Subulussalam. Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif dengan metode
pendekatan yuridis administrasi publik.

Penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat
pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-
sifat populasi atau fenomena keadaan yang sedang terjadi. Digunakannya metode
deskriptif ini, karena peneliti ingin memperoleh hasil yang benar-benar sesuai
dengan fakta yang ada dan berkembang. Untuk pendekatan yuridis dalam

penelitian ini dimaksudkan untuk membahas Implementasi Peraturan Pemerintah
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Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari
hasil penelitiannya. Menurut Bagong Suyatno (2015:172) bahwa Informan
penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka
yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam
penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam
interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat
memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial
yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci yaitu:

1. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam (Ir. Taufit Hidayat, MM).

(e

Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Subulussalam (Ronise Bancin, S.STP).

3. Staf TU Bagian Organisasi (Dedy Kurniawan, S.STP)

o

. Kasubbag Pemerintahan Bagian Pemerintahan (Lukman Kaifa, SH)

9]

. Staf Bagian Pemerintahan (Afmi Banurea, A.Md)

3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah

karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada.
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Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data-data di lapangan yang
diperlukan dalam kegiatan penelitian.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan
(field research), yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan
mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya.
Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :
1. Pengumpulan Data Primer
Yaitu perolehan data melalui kegiatan penulis langsung ke lokasi penelitian
untuk mendapat data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti,
yaitu:

a. Wawancara (interview) merupakan salah satu metode pengumpulan data
dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi
antara peneliti dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat
dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini
komunikasi dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara
“face to face” artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan
untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus
penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan.

b. Pengamatan (observasi) adalah pengumpulan data untuk menjawab
masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati
gejala  yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini
memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian
mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan

sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan
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terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.
2. Pengumpulan Data Sekunder
a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui
literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan
makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
b. Studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari dokumen atau
arsip-arsip termasuk internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.5.  Definisi Konsep
Menurut Singarimbun dan Efendi (2010:43), definisi konseptual adalah

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut
maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Implementasi adalah suatu tindakan dari proses kebijakan segera setelah
undang-undang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya
dilakukan oleh pemerintah, individu secara pribadi atau kelompok
masyarakat untuk mencapai tujuan.

2. Kebijakan atau kajian kebijakan adalah merujuk pada proses
pembuatan  keputusan-keputusan  penting  organisasi, termasuk
identifikasi berbagai alternatif ~ seperti prioritas program

atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.
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3. Penilaian kinerja adalah proses melalui mana organisasi-organisasi

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai.

3.6.  Definisi Operasional
Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan
menjelaskan dalam penelitian ini, digunakan model implementasi kebijakan
George Edwards III, sehingga Implementasi Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam dapat diukur
dengan indikator sebagai berikut:
1. Komunikasi, mencakup:
Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide,
pengertian, dari seseorang kepada orang lain melalui cara lisan, tertulis,
maupun cara nonverbal dengan tujuan orang lain  tersebut
mengeinterpretasikannya sesuai dengan maksud yang dikehendaki yang
meliputi dimensi-dimensi: transmisi pesan ke personil yang tepat, kejelasan
pesan, konsistensi pesan, kemampuan pemberi dan penerima pesan untuk
memahami maksud pesan, cara penyampaian pesan, media/sarana
penyampaian pesan.
a. Transmisi (penyampaian pesan).
b. Kejelasan perintah tentang penyelenggaraan program.
c. Konsistensi perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program

yang dilakukan
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2. Sumber daya, mencakup kompetensi implementor dan finansial
Sumber daya adalah penyediaan suatu hal pada suatu negara, organisasi, atau
individu yang dapat berupa staf/tenaga kerja, informasi, kewenangan, dan
fasilitas.

3. Disposisi, mencakup:
Disposisi dapat diartikan sebagai pernyataan evaluatif seseorang terhadap
suatu keadaan yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, tindakan, serta
terpengaruh oleh pandangan kelompok, pergantian personil, serta insentif.
a. Tanggungjawab
b. Komitmen
c. Kejujuran

4. Struktur birokrasi, mencakup:
Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana
pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal yang
meliputi dimensi pembagian pekerjaan (division of work), garis komando
(chain of command), cakupan kendali (span of control), formalisasi aturan
(formalization of rules), dan Standard Operating Procedure.
a. Pembagian tugas

b. Koordinasi

c. Prosedur.
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3.6.1 Defenisi Pegawai Negeri Sipil dan Kinerja (performance)

Menurut Moeheriono (2012:95), kinerja atau performance merupakan
sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program
kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi
organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Sedangkan menurut Rivai (2013:604), kinerja merupakan suatu istilah
secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari
suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar
seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi,
pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Deskripsi
dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu: tujuan, ukuran dan
penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk
meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan memengaruhi
bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap
personel.

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,
“Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan
sebagainya), “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil
adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.28 Selain itu Pegawai
Negeri Sipil memiliki pengertian Stipulatif dan Ekstensif.

1. Pengertian Stipulatif Pengertian Stipulatif Pegawai Negeri Sipil terdapat
pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok
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Kepegawaian disebutkan Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,
atau diserahi tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Terdapat pula pengertian Pegawai Negeri Sipil pada
pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil yaitu warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pengertian Ekstensif Pengertian ektensif Pegawai Negeri Sipil dimana dalam
hal-hal tertentu diberlakukan sama atau dianggap sebagai Pegawai Negeri
Sipil. Pengertian tersebut antara lain terdapat pada :

a. Ketentuan yang terdapat pada pasal 415-437 KUHP mengenai
kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan
kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan
dengan tugasnya sebagau orang yang diserahi suatu jabatan publik, baik
tetap maupun sementara. Jadi, orang yang diserahi suatu jabatan publik
itu belum tentu Pegawai Negeri Sipil secara stipulatif apabila
melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan
publik, ia menganggap diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri,
khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.

b. Ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan

rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Menurut Pasal 92
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KUHP, dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai
Negeri Sipil adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan
berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan
dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah
serta kepala desa dan sebagainya.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas pengertian dari
Pegawai Negeri.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang

Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis

untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data

menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara

sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain.17 Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis

berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data,
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penarikan kesimpulan/verifikasi.18 Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih

lengkapnya adalah sebagai berikut:

1.

Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di
lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang
berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya
reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkal
tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian,
permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang
dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan
reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema,
membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi
data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai
laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari
analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak
perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga
kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan
reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.
Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam
aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan

atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih
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luas, dan sebagainya. Kadang kala dapat juga mengubah data ke dalam
angka-angka atau peringkat peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu

bijaksana.

2. Penyajian Data Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini
bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang
utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis
matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna
menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu
dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat
apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan
yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut
saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin
berguna.

Menarik Kesimpulan Penarikan kesimpulan menurut Miles &
Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang
utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian
berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang
melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu
tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi
begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali

serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan
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kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk
menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji
kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang
merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada
waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar
benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses
analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan

Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

Data

Collection Data Display

Data
Reduction

Conclusion
Drawing/
Verification

Gambar 2.1. Model Analisi Data Interaktif Miles dan huberman
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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat
dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PP No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil belum sepenuhnya berhasil diterapkan di Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam. Implementasi
berdasarkan indikator Edward III.

a. Komunikasi
implementasi dalam hal komunikasi telah berhasil diterapkan
dengan melihat bagaimana sebuah pesan dan informasi
disampaikan dari atas ke bawahan dan antara sesama rekan kerja.

b. Sumber daya
Sumber daya yang ada didalam lingkungan Bagian Pemerintahan
belum diposisikan dengan latar pendidikan yang ideal dan belum
mempedomani analisis jabatan yang diduduki, dan juga tidak
didukung dengan sumber daya anggaran yang memadai.

C. Disposisi
Dalam hal disposisi belum berhasil dilakukan karena implementor
memiliki perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan,

maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
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d. Struktur Birokrasi
SOP dalam kebijakan sudah terukur dan struktur organisasi yang
tidak terlalu panjang sehingga tidak melemahkan pengawasan ,
yaitu prosedur birokrasi yang ideal dan kompleks. Dan pada

akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi yang fleksibel

2. Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan
disiplin PNS di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Subulussalam adalah pejabat penilai (atasan) tidak mampu mengendalikan
unsur Nepotisme dalam melakukan penilaian hasil kerja bawahan,
pegawai sering membuat laporan secara berlebihan, dan pemberian sanksi

disiplin masih tergolong tidak tegas.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan
beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Atasan sebagai pejabat penilai perlu menghilangkan pengaruh unsur
Nepotisme dalam membuat penilaian terhadap kinerja bawahan, serta
bersikap tegas dalam memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar
peraturan disiplin.

2. Pegawai sebaiknya berperilaku jujur dalam membuat laporan kinerja.
Dalam hal ini pegawai perlu membuat laporan yang lebih menggambarkan

kondisi pekerjaan yang benar-benar telah dilakukan pada setiap harinya.
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3. rekomendasi untuk Pemerintahan Kota Subulussalam dalam hal ini harus
lebih memperhatikan dalam hal pengawasan kinerja pegawai dan juga
harus memperhatikan dari segi sumber daya manusia dan anggaran,
kelemahan dan kekurangan dari sisi disiplin sangat kuat pengaruhnya
dengan sumber daya, Pemerintahan Kota Subulussalam dalam hal ini
harus memperhatikan tunjangan kinerja pegawai sehingga pegawai
tersebut dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal, selama ini
pegawai yang kurang efektif dan pegawai kinerjanya bagus mendapatkan
apresiasi dan tunjangan yang sama, maka dari itu peneliti menganggap
sumber daya menjadi salah satu indikator kuat dalam peningkatan kinerja
di Lingkungan Pemerintahan Kota Subulussalam khususnya di Bagian

Pemerintahan.
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